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bahwa guna mewujudkan,Ig? M"+1 yang tertib, d8n tentera.m, sertamen 'rnbuhkan rasa disiplin dd; -r;;";hill.ft*,#a;
masyarakat, maka perlu adanya peratur;;oeger upaya dalemmeningkatkan ketertiban umum dan ketend;;; masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan_sebagaimana dimaksud pada hurufa, perlu membentuk peraturan p""r"ii t""ti Ketenteraman danKetertiban Umum;

I' Pasal l8 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

2 IJndang-Undang Nomor g Drt Tahun 1956 tentang pembentukan
De.trah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah propinsi
sumatera utara (Lembaran Negara Repubd r"a""."i" 

-iJ"it -iiii
Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No-o,to92);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun rg74 rvomor a;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
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4' undang-undang Nomor 8 Tahun lggl tentang Hukum Acara pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19g1 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5' undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tamba-han Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 3gg6);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor r09,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941),
sebagaimap4 telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan
Pemerintah Pengganti Undarrg-Undang Nomor I Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2o16
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s882);

7. IJ*rdang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4720);

8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 );

9. Undang-Undang Nomor lZ Tahun 2OlL tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234 );

lO.Undang-Undang Nomor LZ Tahun 2Ol4 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan perwak an
Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
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l l.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor S5g7),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang pemerintahan Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Of 5 Nomor Sg
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun l9z3 tentang perluasan Daerah
Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3005);

l3.Peraturan Pemerintah Nomor 3l Tahun 1980 tentang penanggulangan
Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3177l,;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan
Pemerintah Nomor 92 Tahun 2Ol5 Tentang perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S Nomor 29O
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5O Tahun l99l tentang pembentukan
Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja dan
Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi
dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia,
Medan Polonia, Medan fytaimpl, Medan Selayang, Medan Amplas dan
Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam
Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
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16' Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun lgg2 tentang pembentukan lg(Delapan Be,as) Kecamatan di w,ayah Kabupaten-Kabupaten DaerahTingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Ikro, Tapanuli Utara,Tapanuli Tengah, Nias, l,angkat dan Wilayah Kotamadya Daerah t gk"tII Medan Dalam Wilayah provinsi Oaeratr Tingkat i S..-^t"ra Uiar"(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

l7'Peraturan Pemerintah Nomor rg rahun 2016 tentang perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor rr4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5gg7);

18 ' Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 201g tentang pedoman
Penyusunan peraturan DpRD tentang Tata Tertib Dewan-perwakilanRalryat Daerah provinsi, IGbupaten, dan Kota llembaran *;**"Republik Indonesia Tahun 20lg Nomor 59, Tambahan Lembaran N;;;"Republik Indonesia Nomor 6197);

19 ' Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 20lg tentang satuan porisi
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20lg Nomor72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

2o'Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 20lg tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia fairr-t ZOiSNomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
63221;

2 I . Peraturan presiden Nomor
Penataan Pedagang Kakj Lima;

125 Tahun 2012 tentang Koordinasi

22'Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendarian danPengawasan Minuman Beralkohol;

23' Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 40 Tahun 201 1 tenta,g
Pedoman Organisasi dan Tata Keda Satuan polisi pamong *":" tg;iONegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59O);

24'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 20lr tentang Standar
operasi Prosedur polisi pamong praja (Berita Negara Republik indonesia
Tahun 2011 Nomor 705);
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4l Taiun 2012 tentang
Pedoman Penataan dan pemberdayaan pedagang Kaki Lima (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor r20 Tahun 20lg tentang
Perubahan atas peraturan Menteri Daram Negeri Nomor g0 Tahun 2015
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

27 .Peratoran Daerah Kota Medan Nomor 1 5 Tahun 20 16 tentang
Pembentukan perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota
Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Medan Nomor 5);

28.Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2olg tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota
Medan Tahun 2019 Nomor 4);

29. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor r
Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan perwak an Ralryat Daerah Kota
Medan;

MemperhatlLaa:

Menetapkan

MEMUTUSKAIT

PERSETUJUAN BERSAUA DEWAI{ PERWAXU.AIC RAI(YAI
DAERAII KC/[A MEDAN DAJT WALI I(OTA UEDAI|
TEITTAITG RAITCANGAN PERATT'RAN DAERATI TEI{TA"ITG
XTTEIITERA}IA"IT DAJY XEIERflBAN I'UUU.

?

1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan
tanggal 19 Agustus 2019.

2. Laporan Hasil Rapat panitia Khusus pembahasan
Ranperda Kota Medan tentang Ketenteraman dan
Ketertiban Umum tanggal lg Agustus 2019.

3. Pendapat Fraksi-Fraksi Dewan perwakiLan Ralryat Daerah
Kota Medan yang disampaikan pada Rapat paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daera-h Kota Medan tanggal 19
Agustus 2019.
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Menyetujui bersana Rancangan peraturan Daerah KotaMedan tentans Ketenteraman ;*, d;;;'u;"_ menjadiPeraturan Daerah sebagaimana tercantum aatam tampiran
ilf"r#;tl* bagian tiaal terpisahkan dli' persetujuan

Dalam implementasi peraturan plerah ini, pelaksanaannyamemperhatikan Dendaoat rrarci_*arsi-dd# perwakilanRalcyat Daerah rot" u'.a"r, 
-d""-.;;,e;;::f;Lo.u*;,.,,

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Persetujuan bersama 
.T--T_,.rl"i berlaku pada tanggal

ffigfr',Lm,qfnu"*ffi::fr*_ffikemudian hari terdaDet'k""-"r"il;;;;'llT r.r"ri*u.didalamnya.

Dtteteptea dt f,cd--
pa& tenggel t, Agu*u.2Of9

WALI KOTA UEI'AIT, DEUAI{ PERWAIUI.AI RAI(YA,T DADRAII
KOTAUEDAII

Kotue,

ELDIN S. U.at., u.H. IIEI|RY JIIOr HUTAGAtuIfa, s.E., 8.H., u.E.

1

c
3
4
5

{

Wali Kota Medan
Pimpinaa DpRD Kota Medan
Ketua Badan Musyarawah DPRD Kota Medanrerua Hactan Anggaran DpRD Kota Medan
[etua-Ketua Komisi DpRD Kota Medan
K-etua Badan Pembentukan perda DpRD Kota MedanKetua Badan Kehormatan DpRD KotaMJ; -*
Ketua-Ketua Fraksi DpRD Kota Medan
Sekretaris DPRD Kota Medan
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